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yan Djalil, 'Kunci Inggris’ di Du
Kaml Tahu Siapa Pemilik .
Tanah di Calon Ibu Kota

.c RENCANA pemindahan ibu kota
. Rl dari Jakarta ke wilayah

u:‘\m\ ,A a:A Provinsi Kallmantan Ti-

@ kan banyak
‘"~$l SILUSEP o e

5,‘-‘:{ m\mm\lm\‘ Kementerian Agraria dan
. e ,.v‘ Tata Ruang (ATR)-Badan Per-
;o R tanahan Nasional (BPN). Tak pe-

. lak Menteri ATR-Kepala BPN, Sofyan
: Djalil ikut sibuk terlibat dalam urusan penyi-

- -apan lahan calon ibukota seluas 256 ribu hektare.
ﬁ : “Pertama kami identifikasi apa dan bagaima--
na tanah di kawasan itu. Kami bikin IP4T (iden-
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tifikasi pemilikan, pengu-
asaan, pemanfaatan, dan
penggunaan tanah). Jadi
kami tahu siapa dan apa.
Kalau ada hak milik, hak
milik siapa, kalau ada
HGU (hak guna usaha),
HGU punya siapa,” ujar
Sofyan Djalil dalam wa-
wancara eksklusif dengan
tim Tribunnews Network di
ruang kerjanya, kantor Ke-
menterian ATR-BPN, Ja-
lan Sisingamangaraja No
2, Jakarta, Kamis (27/2).
Berikut petikan wawancara
dengan Sofyan Djalil.

Presiden Jokowi pernah
menyebut ada sekira 80 juta
sertifikat yang harus ditun-
taskan. Menurut Anda apa-
kah target itu reasonable
(masuk akal)? J

Tujuan pemerintah ada- °
lah bagaimana bisa men-
daftar seluruh tanah di In-
donesia. Kalau bisa kita
terbitkan sertifikatnya. Me-
nurut perkiraan, paling se-
dikit ada 126 juta bidang
tanah di seluruh Indone-
sia yang perlu didaftar, mu-.
lai ukuran kecil sampai ada
yang 2.000 hektare.

Pada 2015 tanah yang
bersertifikat baru 46 juta.
Setelah Pak Jokowi jadi pre-
siden, sampai akhir 2019
bertambah sekira 27 juta
yang sudah didaftar. -

Jadi kalau itu 46 juta tam-
bah 27 juta berarti sudah 73
juta yang sudah terdaftar.
Memang belum tentu tanah
yang sudah terdaftar itu ber-

- sertifikat.

Jadi kalau targetnyal26

juta bidang tanah terdaftar,

berarti masih tersisa sekitar
53 juta bidang tanah. Tar-
get kami, pada 2025 semua
bidang tanah itu sudah ter-
daftar. ;

Apakah menurut Anda tar-
get itu reasonable?

Tentu reasonable walau-
pun memang ini banyak da-
erah yang jauh-jauh itu sebe-
narnya mereka tidak terlalu
butuh sertifikat. Yang pen-
ting bidang tanah itu didaftar
meskKipun tidak harus semua
diterbitkan sertifikatnya.

Rencana pemindahan dari .

Jakarta ke Kaltim apakah
menambah pekerjaan buat
Anda? ?

Semua tanah yang dica-
dangkan untuk kawasan ibu
kota pada tahap ini adalah
256 ribu hektare. Untuk core
(inti) ibu kota tahap pertama
pembangunan sekira 6 ribu
hektare.

Pertama kami identifika-
si apa dan bagaimana ta-
nah di kawasan itu. Kami
bikin IP4T (identifikasi pemi-
likan, penguasaan, peman-
faatan, dan penggunaan ta-
nah). Kami sudah tahu siapa

dan apa. Kalau ada hak mi-

lik, hak milik siapa, kalau di
atasnya ada HGU (hak guna
usaha) itu HGU siapa. Dari
luas lahan yang diperlukan,
alhamdulillah lebih dari 90
persen tanah negara yang
bebas.

Bagimana kondisi tanah .

' negara yang mencapai jum-

lah 90 persen dari 256 ribu
hektare?

Kalau tanah negara ada
dua, yaitu lahan berupa
hutan dan ada tanah be-

Sambungan Hal.1

kas konsesi pengusaha
Sukanto Tanoto yang di-
lepaskan. Itu adalah hu-
tan tanaman industri, yang
nanti setelah dipanen,
akan ditanami lagi, dihu-
tankan kembali.

Apakah konsesi Sukanto
Tanoto masih berlaku?

Masih, tapi sudah diku-
rangi, sudah dikeluarkan -
konsesinya, itu langsung di-
kuasai oleh negara. Selain

-itu ada Bukit Soeharto, bagi-

an dari ibu kota nanti. Juga
hutan di luar Taman Nasio-
nal Bukit Soeharto.

_ Ada tanah-tanah masyara-
kat walaupun tidak banyak,
sekira 10 persen itu. Tanah-
tanah itu ada yang sudah
bersertifikat. Ada yang seca-
ra de facto dikuasai dan di-

- manfaatkan masyarakat tapi

tidak bersertifikat. _

Tanah-tanah di kawasan
calon ibu kota negara dalam
kondisi status quo, artinya
tidak boleh dialihkan tanpa
izin.- Setelah badan otorita
terbentuk harus izin lembaga:
itu. Kalau mau menjual ha-
rus ditawarkan dulu kepada
badan otorita. :

Apakah BPN ikut meman-
tau adanya kemungkinan
praktik spekulasi?

Kami sudah tahu siapa
saja pemilik lahan di sana.
Kami akan batasi harga di
sana, dengan mekanisme
misalnya kontrol pajak. Ka-
lau ada spekulasi, gigit jari
saja nanti. Nilai tambah
yang tercipta itu akan di-
pajaki, supaya jangan ada
orang berspekulasi tanah di
sana. (reza deni)
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